Menimbang: a.

Mengingat:

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

—

TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 426535);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



14.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan
Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan pemerintah daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Balangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Balangan.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga
pada Pemerintah  Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Balangan.

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau
Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah

10.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang,

termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

11.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha

menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia.

12.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerah
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Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses
penyusunan rencana pembangunan  daerah  yang
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan
selama periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang
selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Balangan adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan
kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RENSTRA PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terusmenerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan
datang.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah



Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 merupakan
Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun
2025-2045 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang dijadikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh)
tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045
dalam bentuk visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan
umum pembangunan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun

2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan
terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam
bentuk visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan
umum pembangunan daerah agar dapat berjalan lancar,
terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan
karekteristik daerah;

b. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD
dalam merumuskan sasaran, kebijakan pembangunan dalam
proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah;

c. untuk menjamin tercapainya pemberdayaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan; dan

d. dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi
kinerja kinerja pembangunan jangka menegah Daerah.

Pasal 5
(1) Ruang lingkup RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-
2045 meliputi :
a. visi;
b. misi;
c. tujuan;
d. sasaran pokok dan arah kebijakan.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan
secara bertahap selama 4 (empat) periode dalam RPJMD
untuk kurun waktu tiap 5 (lima) tahun.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6
RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang
terdiri atas:
bab I pendahuluan
bab II gambaran umum kondisi Daerah
bab III permasalahan dan isu strategis Daerah
bab IV visi dan misi Daerah
bab V arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
bab VI penutup

2NN

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
secara berkala.

Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan
tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang
diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.



(3) Perubahan yang mendasar pada perubahan RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ antara lain
terjadi karena adanya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9
RPJM yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan
dengan RPJPD paling lambat (1) satu tahun sejak Peraturan
Daerah ini di undangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
tanggal 25 November 2024

Diundangkan di Paringin Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 25 November 2024

: . HUKUM SETDA
BALANGAN

K

AD ROJI, SH
‘hﬁ 419830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG ( 8-103/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

II.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan
pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud,
disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (2) dijelaskan
bahwa merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai dokumen perencanaan
pembangunan Daerah yang dijadikan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh)
tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk
visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan umum pembangunan
Daerah.

Tujuan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20
(dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045
dalam bentuk visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan umum
pembangunan Daerah agar dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan
bersinergi sesuai dengan kondisi dan karekteristik Daerah.

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi visi, misi, tujuan,
sasaran pokok dan arah kebijakan yang diturunkan secara bertahap selama
4 (empat) periode dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk
kurun waktu tiap 5 (lima) tahun dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam
melakukan evaluasi kinerja kinerja pembangunan jangka menegah Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa
RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang RPJPD.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
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